BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari urain pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada umumnya penduduk Desa Suera Kecamatan Suera Provinsi
Lombok Timur rata-rata memiliki tanah atau aset, baik tanah pertanian
maupun pertanian, namun sebagian besar masyarakat Desa Suera tidak
memiliki bukti hak atas tanah.

Keinginan masyarakat untuk memperjuangkan hak hukumnya atas
bidang fisik tanah yang mereka miliki/kelola sangat besar, namun jarak
yang harus mereka tempuh dan biaya yang harus dikeluarkan untuk
mengurus sertifikat Karena kebanyakan orang dibatasi. Tunggu saja
program pemerintah membuat sertifikat (dalam hal ini (PRONA/PTSL)).
Sertifikat mungkin masih asli atau tidak lengkap dan tidak meninggalkan
hak masyarakat dalam memperjuangkan legalitas dan kepastian hukum
mengenai kepemilikan hak atas tanah. terpenuhi.

2. Saat ini, SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan yang sah, tetapi
kebanyakan orang hanya membuktikan kepemilikan sertifikat tanahnya
dengan mengisi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan
Bangunan) tahunan.

3. Proses pengajuan sertifikat berdasarkan Surat Keputusan (PP) Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebenarnya tidak sulit, namun
masih banyak masyarakat di Desa Suela yang belum memiliki sertifikat.

Hal ini dikarenakan kendala seperti jarak, biaya dan kurangnya
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kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuktian hak atas tanah
(sertifikat).
B. Saran-Saran
1. Kedepannya masyarakat akan lebih sadar dan sadar akan bukti-bukti hak
yang mereka pegang sebagai bentuk kepastian hukum, dan pemerintah
desa Suela akan melakukan pencatatan atas tanah yang bersertifikat dan
yang tidak bersertifikat. Data akan dimutakhirkan, data tanah atau tanah
akan diperjelas, tanah akan didaftarkan, didaftarkan dan sah di desa Suela.
2. Diharapkan Pemerintah Provinsi Lombok Timur dan Dinas Tata Ruang
Pertanian Dinas Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (ATR BPN)
mensosialisasikan pentingnya bukti kepemilikan tanah (sertifikat) sebagai
suatu formulir. Kepastian hukum hak atas tanah.
3. Pemerintah Desa Suera, Kecamatan Suera dan Provinsi Lombok Timur
telah melakukan pendataan penguasaan tanah masyarakat dan

mengusulkan Program Perona ke Dinas Lombok Timur (ATR BPN).
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